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NOMOR sa TAHUN 2023

TENTANG

SALINAN

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

Menimbang : a.

b.

c.

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa ketentuan Pe alanan Dinas di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana

telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 10

Tahun 2022 tentang Pe alanan Dinas Bagi Pejabat

Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang

Pe alanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, perlu

dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;

bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud

dilakukan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan

belanja pe alanan dinas guna terwujudnya pengelolaan

keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pe alanan Dinas Bagi Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap.



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (Ö) Undang-Undang Dasar Negara Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaaari dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

66,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 12b, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomorb Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2

Tahun 2022 tentang Cipta Ke a Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6858);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 83);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor

6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tengang

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun

2020 Nomor 199) sebagaimana telah diubah beberapa kali



lb.

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun

2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran

Negara Tahun 2023 Nomor 112);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1b4/PMK.05/ 2015

tentang Tata Cara Pelaksanaan PeȘalanan Dinas Luar

Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Pelaksanaan PeŞalanan Dinas Luar

Negen;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019

tentang Tata Cara PeŞalanan ke Luar Negeri di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

900.1.15.2/ 15920/Keuda Tahun 2023 tentang Penjelasan

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban PeȚalanan Dinas

Pemerintah Daerah

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor2

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

2022 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor 2).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI

PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARADAN

PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

8.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut

Perjalanan Dinas adalah pe alanan ke luar tempat

kedudukan yang dilakukan dalam wilayah untuk

kepentingan Daerah.

5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa

Barat.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat.

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD

Kabupaten Sumbawa Barat.

Barat.

DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten isumbawa

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa

untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

Perangkat Daerah.

12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah

dengan Pe anjian Ke a yang beke a pada instansi

pemerintah.



lö.

13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut

Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan Peijanjian Kedja yang diangkat oleh

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ke a yang

selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara lndonesia

yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan

pe anjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan;

Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang meliputi pegawai

honorer daerah, pegawai kontrak daerah, pegawai sukarela

dan Pegawai tidak tetap kegiatan guna melaksanakan tugas

pemerintahan daerah dan pembangunan yang bersifat teknis

profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian,

yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai ASN.

17.Pe alanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat

Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah untuk

kepentingan negara;

18. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Pe alanan Dinas melewati

batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke

tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke

tempat kedudukan semula didalam negeri;

19. Surat Tugas adalah surat perintah yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan

Surat Tugas sebagai dasar Penerbitan Surat Pe alanan

Dinas.

20. Surat Pe alanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen dalam rangka pelaksanaari Dinas bagi Pejabat

Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara,

dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan

dinas yang merupakan dasar pembayaran biaya perjalanan

dinas.

21. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota

DPRD, Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap.



22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung

terlebih dahulu berdasarkan perkiraan biaya perjalanan

dinas yang dapat dibayarkan sekaligus atau eesudah

pelaksanaan perjalanan dinas;

23. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti

pengeluaran yang sah.

24. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan

yang dihitung sesuai biaya peijalanan dinas yang

dikeluarkan secara nyata dalam rangka pelaksanaan

pe;jalanan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

25. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan

tugas.

26. Tempat Kedudukan adalah tempat kantor/satuan kerja

berada.

27. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan peijalanan

dinas ke tempat tujuan.

28. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan

pe alanan dinas.

29. Moda transportasi adalah alat angkutan yang digunakan

dalam melaksanakan pe alanan dinas.

30. Detasering adalah penugasan/penempatan pegawai untuk

bertugas di suatu tempat dalamjangka waktu tertentu.

Pasal2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan

pertanggung|awaban Pe alanan Dinas bagi Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, dan Pegawai Tidak Tetap

serta Pelaksana SPD lainnya yang dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

pada tahun anggaran berkenaan.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (U

merupakan Pe alanan Dinas Jabatan.

(3) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal3

(1) Pe alanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan

prinsip sebagai berikut:

a. eelektif;

b. ketersediaan anggaran;

c. akuntabilitas; dan

d. efisiensi penggunaan belanja daerah.



(2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah

hanya digunakan untuk hal-hal yang penting dan prioritas

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

(3) Ketersediaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurufb adalah tersedianya anggaran dan kesesuaian dengan

pencapaian kinerja serta tidak dapat dibebankan pada Tahun

Anggaran berikutnya.

(4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc

adalah pemberian perintah pelaksanaan Pe alanan Dinas

dan pembebanan biaya Pe alanan Dinas dapat diper-

tanggungjawabkan.

BAB ll

RUANG LINGKUP

Pasal4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati inimeliputi:

a. Pe alanan Dinas Jabatan;

b. Jenis Pe alanan Dinas Jabatan;

c. Pelaksanaan Pe alanan Dinas Jabatan;

d. Biaya Perjalanan Dinas dabatan;

e. PertanggungJawaban Pe alanan Dinas Jabatan;

f. Peijalanan Dinas luar negeri;

g. Dokumen Perjalanan Dinas luar negeri;

h. Tata cara administrasi Pe alanan Dinas luar negeri; dan

i. Pelaporan

BAB III

PER JALANAN DINAS 6ABATAN

Pasal5

(1) Pe;jalanan dinasjabatan dilakukan dalam rangka:

a. detasering di luar tempat kedudukan;

b. mengikuti rapat, seminar, lokakarya, atau kegiatan

sejenisnya;

c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan

yang diadakan diluar tempat kedudukan;

d. mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan

hanya untuk masa keberangkatan/kepulangan dan/atau

periode/masa brealctrough (BT);

e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan

Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji

kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat



Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter

tentang kesehatarinya guna kepentingan jabatan;

f. untuk memperoleh pengobatan diluar Tempat kedudukan

berdasarkan eurat keterangan dokter karena mendapat

cedera/kecelakaan pada waktu/karena melakukan tugas;

g. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat

kedudukan;

h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman

jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/

Pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan

perjalanan dinas;

i. menjemput/mengantarkan ke tempat pe iakaman

jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/

Pegawai yang meninggal dunia dari tempat kedudukan

yang terakhir ke kota tempat pemakaman;

j. mengikuti ujian untuk menduduki jabatan tertentu di

lingkungan pemerintah daerah dan/atau kegiatan

sejenisnya;

k. pejabat yang bertindak sebagai pembimbing (Cooch ond

3fentorJ bagi pejabat lainya yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan kepemimpinan;

1. mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis lainya yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya;

(2) Khusus peŞalanan dinasjabatan yang dilakukan oleh Pejabat

Negara dapat menyertakan pengikut yang terdiri dari satu

orang istri yang sah atau pegawai lainnya yang ditunjuk.

(3) PeŞalanan dinas jabatan sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1} juga termasuk peŞalanan dinas yang dilaksanakan

oleh Istri Sah Pejabat Negara dan Staf Khusus Bupati yang

diperintahkan untuk mewakili daerah atau ditugaskan secara

khusus pada suatu acara atau kegiatan yang berlangsung di

sebuah daerah.

(4) Pe;jalanan dinas yang dilakukan oleh Istri Sah Pejabat Negara

dalam melaksanakan tugas keluar daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4} yang menyertakan sopir/pengemudi

dan dibebankan pada APBD, biaya penyeberangan

kendaraanya melekat pada sopir/pengemudi bersangkutan.

BAB IV

JENIS PERJALANAN DINAS JABATAN

Pas46

(1) Pe alanan dinasjabatan terdiri dari:

a. pe alanan dinas dalam daerah;

b. perjalanan dinas luar daerah; dan



c. peŞalanan dinas luar negeri.

(2) Peıjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a adalah peŞalanan dinas yang tempat

tujuannya berada dalam batas wilayah Kabupaten Sumbawa

Barat.

(3) PeŞalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b adalah peŞalanan dinas yang tempat

tujuannya berada di luar batas wilayah Kabupaten Sumbawa

Barat.

(4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurufc adalah perjalanan dinas keluar dari tempat

kedudukan Wilayah Negara Kesatuan ke Negara lainnya.

(5) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurufa terdiri atas:

a. peŞalanan dinae yang dilaksanakan lebih dari8 (delapan)

jam; dan

b. perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8

(delapan) jam.

(6) PeŞalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan paling lama2 {dua) hart.

(7) PeŞalanan dinas mar daerah di dalam Provinsi NTB

sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilaksanakan paling

lama2 (dua) hart.

(8) PeŞalanan dinas luar daerah ke luar Provinsi NTB

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling

lama3 (tiga) hart.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) peŞalanan dinas ke kabupaten/kota Bima dan

dompu dapat dilaksanakan paling lama3 (tiga) hart;

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat

(8) dan ayat (9) dikecualikan bagi pe¿jalanan dinas yang

dilaksanakan oleh:

a. pejabat Negara beserta pengikutnya;

b. khusus bagi APIP Pemerintah Daerah pada Inspektorat

Kabupaten Sumbawa Barat untuk peŞalanan dinas dalam

daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hart;

c. pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai

yang mendapat panggilan khusus bukan atae nama

perorangan dan/atau melakukan tugas khusus atau

mengikuti Pendidikan/Pelatihan yang dapat diper-

tanggung{awabkan secara formal yang pelaksanaannya

melebihi3 (tiga) hart di luar daerah, diberikan biaya paling

lama 7 (tujuh) hart selama masa pendidikan dan

pelatihan;



d. pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai

yang akan mengikuti/berpartisipasi pada acara

event/acara/kegiatan khusus yang periode/lama

pe alanan dan pelaksanaannya melebihi3 (tiga) hart di

luar daerah, diberikan biaya paling lama7 (tujuh} hart;

e. waktu/jadwal pelaksanaan event/acara/kegiatan khusus

sebagaimana dimaksud pada hurufd yang melebihi 3

(tiga) hart adalah berdasarkan waktu/jadwal yang

ditentukan/ditetapkan oleh panitia/pihak penyelenggara;

f. sopir/pengemudi, ajudan, seWetaris pribadi, dan staf

pendamping dari SeWetariat DPRD dalam rangka

pelayanan/pelaksanaan tugas/kepentingan protokoler

bagi Pejabat Negara dimana waktu/jadwal pelaksanaan

event/acara/kegiatan khusus sebagaimana dimaksud

pada hurufd yang melebihi3 (tiga} hart;

g. pejabat negara/pimpinan dan anggota DPRD/Pegawai

yang harus menjalani pengobatan di luar daerah akibat

kecelakaan pada eaat menjalankan tugas negara/daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruff

dilaksanakan paling lama7 (tujuh) hari;

h. pejabat negara/pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai

yang memenuhi panggilan khusus atau kegiatan tertentu

lainnya, seperti dan tidak terbatas pada panggilan

Pengadilan/Kepo1isian/Kejaksaan dan kegiatan lainnya

yang dapat dipertanggungiawabkan secara formal dan

terkait dengan tupoksi dan tanggungjawabnya sebagai

Pegawai diberikan biaya paling lama7 (tujuh) hart;

i. kegiatan konsultasi atau kunjungan kedja pimpinan dan

anggota DPRD yang pelaksanaannya simultan pada

beberapa sasaran/tujuan paling lama3 (tiga) hart untuk

pe alanan luar daerah di dalam Provinsi Nusa Tenggara

Barat dan paling lama4 (empat) hart untuk pe alanan

dinas luar ke luar Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal7

(1) pe alanan Dinas jabatan oleh pelaksanaan SPD

dilaksanakan sesuai persetujuan/perintah tertulis dari

atasan.

(2) Persetujuan/perintah tertulis dari atasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan/diterbitkan dalam bentuk

Surat Tugas.

(3) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



a. Bupati/wakil bupati;

b. Sekretaris daerah;

c. Asisten pada sekretariat daerah;dan

d. Camat;

(4) Khusus dilingkungan DPRD atasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah Ketua DPRD.

(5) Dalam hal Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

berhalangan, maka Surat Tugas dapat diterbitkan oleh

Pejabat lain yang dikuasakan atau yang diberikan

kewenangan.

(6) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit mencantumkan sebagai berikut:

a. pemberi tugas;

b. pelaksana/penerima tugas;

c. waktu/lama pelaksanaan tugas;

d. maksud/jenie tugas yang diberikan;

e. tempat pelaksanaan tugas.

(7) Surat Tugas Dapat diterbitkan secara kolektif.

(8) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi

dasar penerbitan SPD.

Bentuk atau format Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum pada LampiranI yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal8

(1) Pengajuan Penerbitan Surat Tugas peȚalanan dinas luar

daerah bagi pejabat eselon Il dan eselon Iìl di lingkungan

Pemerintah Daerah diajukan oleh Kepala Perangkat

Daerah/Pengguna Anggaran kepada Sekretaris Daerah

melalui asisten sesuai bidang koordinasi masing-masing.

(2) Pengajuan Penerbitan Surat Tugas pe;jalanan dinas luar

daerah bagi Pejabat eselon IV dan pegawai non eselon Lainnya

di Lingkungan Pemerintah Daerah diajukan oleh Kepala

Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran kepada Asisten pada

Sekretariat Daerah sesuai bidang koordinasi masing-masing.

(3) Pengajuan Penerbitan Surat Tugas peȘalanan dinas dalam

daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diajukan oleh

Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran kepada Asisten

pada Sekretariat Daerah sesuai bidang koordinasi masing-

masing.

(4) Pengajuan Penerbitan Surat Tugas di lingkungan DPRD

diajukan oleh Anggota DPRD kepada Ketua DPRD.

(5) Bupati/wakil Bupati Berwenang menerbitkan Surat Tugas

bagi dirinya sendiri atasjabatanya dan Sekretaris Daerah;



(8)

(9)

(10)

(1 1)

(12)

{15)

(6) Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Tugas bagi Eselon 11

dan eselon III dalam lingkup Pemerintah Kabupaten

Sumbawa Barat;

(7) Asisten pada Sekretariat Daerah berwenang menerbitkan

Surat Tugas bagi Eselon IV dan pegawai non eselon Lainnya

dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

Dalam hal Bupati/Wakil bupati berhalangan sekretaris

daerah atas nama jabatannya berwenangan menerbitkan

Surat Tugas atas dirinya sendiri;

Camat sebagaimana dimaksud dalam Paeal7 ayat (3) hurufd

berwenang mengeluarkan Surat Tugas untuk pelaksana SPD

di unit ke anya dan hanya untuk perjalanan dinas dalam

daerah.

Dalam halpejabat yang menerbitkan surat tugas dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) berhalangan maka

kewenangan menerbitkan 8urat Tugas dapat diterbitkan

Pejabat lain yang diberi kewenangan dan/atau dikuasakan.

Untuk perjalanan dinas yang akan dilakukan dalam rangka

koordinasi/konsultasi/bimbingan teknis/ pendidikan dan

pelatihan/pelaporan dan/atau keperluan lainnya yang

sejenis, pengajuan penerbitan Surat Tugas dilengkapi dengan

telaahan staf yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat

Daerah atau pejabat lain yang diberikan kewenangan.

Untuk pe;jalanan dinas yang akan dilakukan dalam rangka

memenuhi undangan dari suatu instansi/

lembaga/kementerian atau pihak lainnya, kelengkapan

telaahan staf sebagaimana diieyaratkan pada ayat (11) dapat

diganti dengan melampirkan undangan berkenaan.

(13) Dalam halpeŞalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(12) düaksanakan dengan menambah pendamping dan/atau

peserta maka penambahan tersebut dilengkapi dengan

telaahan staf;

(14) Pengajuan penerbitan Surat Tugas harus disertakan dengan

SPD yang telah ditandatangani pejabat berwenang;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sampai

dengan ayat (13) dikecualikan bagi:

a. pejabat negara;

b. pimpinan dan anggota DPRD;

c. pejabat eselon II.a;

d. pegawai yang mendapat perintah langsung dari Bupati,

Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan pejabat yang

berwenang menerbitkan Surat Tugas untuk

melaksanakan pe alanan dinas.



(1b) Dikecualikan dari ayat (1) dan ayat (2) diatas pengajuan

Penerbitan Surat Tugas di lingkungan Sekretariat Daerah

untuk eselon III, eselon IV dan pegawai non eselon lainnya

diajukan oleh Kapala Bagian kepada Pejabat yang berwenang

menerbitkan Surat Tugas.

(17) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (11)

mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal9

(1) Dalam penerbitan SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

a. SPD hanya dapat diterbitkan oleh Pengguna Anggaran,

Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat

Komitmen dan pejabat lain sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen pada SKPD sesuai dengan Surat Tugas dari

atasan;

b. dalam halPengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran

selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat lain

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen SKPD berhalangan,

maka SPD dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh

pejabat lain yang dikuasakan atau diberikan kewenangan;

c. Dikecualikan dari huruf a dan hurufb diatas Pejabat

pembuat Komitmen (PPK) yang dikhususkan untuk

menangani belanja tertentu tidak dapat mendatangani

SPD.

d. Dalam halpejabat lain yang dikuasakan atau diberikan

kewenangan sebagaiman pada huruf b diatas

melaksanakan pe alanan dinas, surat tugas (ST) dan

Surat Pe alanan Dinas (8PD) tidak dapat diterbitkan atas

dirinya sendiri.

(2) Dalam hal Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD akan

melakukan perjalanan dinas, SPD ditandatangani oleh dirinya

eendiri atas nama jabatannya dalam hal pejabat tersebut

merupakan Pejabat Pembuat Komitmen SKPD.

(3) Dalam hal penerbitan SPD dikuasakan ke pejabat lainnya,

maka pejabat yang diberikan kuasa tidak dapat menerbitan

SPD atas namanya sendiri.

(4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



Pasal 10

(1) Pe alanan dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dan

SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) maksud dan tujuan pe;jalanan dinas yang tercantum dalam

Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

atas perintah pejabat berwenang yang menerbitkan Surat

Tugas dapat diubah dan/atau disesuaikan dan/atau

diberikan tambahan waktu untuk hal-hal tertentu yang

dianggap perlu dan/atau mendesak.

(3) Hal tertentu atau yang mendesak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) termasuk dalam halpengunduran jadwal untuk

pelaksanaan acara/kegiatan soeialisasi, seminar, pelatihan

dan sejenisnya dari panitia penyelenggara, pengunduran

jadwal pertemuan/rapat dari pihak yang akan ditemui di

daerah tujuan.

(4) Penyesuaian dan/atau tambahan waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan sebelum

dan/atau masih dalam periode waktu pelaksanaan pe alanan

dinas.

(5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan penambahan waktu

karena hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pejabat berwenang harus menerbitkan surat keterangan

penyesuaian dan/atau tambahan waktu perjalanan dinas

bagi Pejabat Negara/Pimpinan dan DPRD/Pegawai

bersangkutan setelah perjalanan dinas dilakukan,

sebagaimana format pada Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Surat keterangan penyesuaian pe alanan dinas sebagai-

maria dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar tambahan biaya

pe alanan dinas bagi pelaksana SPD yang bersangkutan.

(7) Perjalanan Dinas dapat dilakukan untuk satu atau lebih

daerah tujuan sepanjang dilakukan dalam eatu periode

maksimal lamanya perjalanan dinas.

(8) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran lV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 11

(1) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas dapat

menolak permohonan yang diajukan oleh Kepala Perangkat

Daerah/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas

jika permohonan yang diajukan dinilai tidak sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi pejabat/pegawai bersangkutan

dan/atau pe alanan dinas yang dilakukan dipandang

tidak/belum perlu untuk dilakukan.



(2) Pe alanan Dinas dapat dilakukan untuk satu atau lebih

daerah tujuan sepanjang dilakukan dalam satu periode

maksimal lamanya pe alanan dinas.

Pasal 12

Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural (non eselon)

tidak diperkenankan melakukan pe alanan dinas luar daerah,

kecuali:

a. Dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis;

b. Memiliki keterkaitan dan/atau keterlibatan secara langsung

dengan kegiatan yang bersifat teknis dan menjadi anggota tim

teknie yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. Dalam rangka menjalani pengobatan di luar daerah akibat

kecelakaan pada saat menjalankan tugas negara/daerah;

d. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Ajudan Bupati/Wakil

Bupati, Ajudan Ketua/Wakil Ketua DPRD, Sekretaris

Pribadi/Staf Bupati/Wakil Bupati/Staf pendamping

Sekretaris Daerah/Staf Pendamping Istri Pejabat Negara;

e. Dalam hal pe alanan dinas dilakukan secara kolektif oleh

Alat Kelengkapan DPRD atau paling sedikit 5 (lima) orang

Pimpinan dan/atau anggota DPRD dapat didampingi oleh 1

(satu) orang staf dari Sekretariat DPRD;

f. Pe alanan dinas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan

(Sopir) dinas untuk mengantar Pejabat Negara, Ketua dan

Wakil Ketua DPRD, Pegawai lainnya dan tamu daerah ke

daerah tujuan;

g. Pe alanan dinas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan

(Sopir) Ambulance dinas untuk mengantar/menjemput pasien

ke/dari tempat pengobatan /rujukan;

h. Pe alanan dinas yang dilakukan Petugas kesehatan/

paramedis untuk mengantar/menjemput pasien ke/dari

tempat pengobatan/rujukan;

i. Pe alanan dinae yang dilakukan oleh pegawai fungsional;

atau

j. Untuk memenuhi panggilan khusus atau kegiatan tertentu

lainnya seperti untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai, memenuhi panggilan Pengadilan/Kepolisian/

Kejaksaan dan kegiatan lainnya yang dapat diper-

tanggungjawabkan secara formal dan terkait dengan tupoksi

dan/atau tanggungjawabnya sebagai Pegawai;

k. Pejabat atau pegawai yang pernah menduduki jabatan

struktural.

Pasal 13

(1) Pe alanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop,

bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan lainnya hanya



dapat dilakukan apabila diselenggarakan oleh instansi

Pemerintah atau instansi lainnya yang beke asama dengan

instanei pemerintah.

(2) Pe alanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

merupakan panggilan atas nama perorangan tidak

diperkenankan kecuali untuk:

a. mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;

b. mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bagi Aparatur

Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap;

c. panggilan mengikuti seleksi untuk menduduki jabatan

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah atau seleksi

tugas belajar di luar daerah.

Pasal 14

(1) Pe alanan dinas dilaksanakan setelah SPD diterbitkan oleh

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD.

(2) Penerbitan SPD oleh pejabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal

dimulainya pelakeanaan pe alanan dinas.

(3) SPD hanya berlaku untuk satu orang kecuali jika pelaksana

SPD berstatus sebagai pengikut, maka SPD dapat diterbitkan

secara kolektif.

(4) Pelakeanaan Pe alanan dinas dapat berawal/dimulai dan

berakhir di hart libur.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 15

(1) Biaya pe alanan dinasjabatan terdiri dari:

a. uang harían;

b. biaya transportasi pegawai;

c. biaya penginapan;

d. uang repreeentasi;

e. biaya sewa kendaraan dalam kota;

f. biaya penyeberangan kendaraan dinas roda empat atau

lebih.

(2) Uang harían eebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

yang diberikan/dihitung secara lumpsum sudah termasuk:

a. Uang makan;

b. Uang transport 1okal;dan

c. Uang saku.

(3) Biaya traneportasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hurufb meliputi:

a. biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang



dibayarkan dari tempat kedudukan hingga ke tempat

tujuan dan biaya kembali lagi ke tempat kedudukan,

termasuk biaya ke/dari terminal bus/stasiun/bandara

/pelabuhan keberangkatan;

b. retribusi/pajak yang dipungut di terminal

bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

C. visa bagi pelaksana SPD yang melaksanakan peŞalanan

dinas ke luar negeri;

d. biaya ropid feet atauR•!zmerase choin renctfon feet !owab

test) yang dipersyaratkan dalam perjalanan yang

menggunakan moda transportasi udara dan/atau ketika

menuju daerah tujuan selama masa pandemi COVID-19

yang besarannya ditetapkan oleh instansi berwenang;

e. Biaya transportasi pegawai, dapat dibayarkan dalam hal

pelaksana SPD berangkat dan/atau kembali ke daerah

asal paling lama3 (tiga) hart sebelum dan setelah tanggal

pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud;

f. Ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada hurufe hanya berlaku pada hart yang

diliburkan atau memiliki dasar yang dapat diterima (sakit,

cuti, dan/atau melaksanakan tugas lanjutan);

g. dalam kondisi tertentu dimana moda transportasi reguler

rute Taliwang-Mataram tidak tersedia, seperti dan tidak

terbatas pada, saat penutupan penyeberangan atau

peŞalanan di mar jadwal transportasi reguler, dapat

menggunakan moda transportasi resmi lain yang tersedia.

h. Dalam kondisi tertentu atau mendesak, kendaraan dinas

pejabat eselon II dapat menggunakan transortasi umum

atau travel yang memiliki izin resmi dibawah naungan

koperasi yang bergerak di bidangjasa transportasi.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

c merupakan biaya untuk menginap:

a. dihotel; atau

b. ditempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya

penginapan/fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hurufc,berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30%

(tiga puluh persenJ dari tarif penginapan/hotel di Kota

tempat tujuan dengan berpedoman pada standar biaya

perjalanan dinas/biaya penginapan sesuai dengan

tingkatan pelaksana SPD;

b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak

berlaku bagi kegiatan yang telah disediakan penginapan

oleh penyelenggara;

c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dibayarkan secara lumpsum;



(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1 1)

(12)

(13)

d. dalam hal pelaksana SPD harus menginap di tempat

bertolak sebelum menuju daerah tujuan, maka satuan

biaya penginapan yarıg diberikan adalah sebesar biaya

penginapan yang berlaku ditempat bertolak.

Dalam hal PeŞalanan Dinas uabatan dilakukan secara

bersama-sama dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah/SeWetaris Daerah/Ketua DPRD/ Pejabat Eselon II,

Sopir/Pengemudi, Ajudan, Sekretaris Pribadi, dan Staf

Pendamping dari Sekretariat DPRD dapat menginap pada

hotel/penginapan yang cama.

Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (ö) lebih tinggi dari

satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam

standar satuarı biaya/harga perjalanan dinas, maka

pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya

terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Biaya penginapan per kamar dapat dibebankan kepada lebih

dari eatu orang/dibayarkan secara kolektif oleh pelaksana

SPD dengan nilai maksimal harga kamar yang dipesan

sebesar akumulasi nilai tertinggi harga kamar sesuai tingkat

peŞalanan dinas.

Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hurufd

dapat diberikan kepada pejabat negara/pimpinan dan

anggota DPRD, Pejabat Eselon 11 selama melakukan

perjalanan dinas.

Uang representasi tidak dapat diberikan untuk peŞalanan

dinas yang dilakukan dalam rangka megikuti Bimbingan

Teknis, Workshop, Seminar, Pelatihan, Sosialisasi, Pameran

atau acara/kegiatan lainnya yang sejenis.

Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurufe termasuk biaya untuk pengemudi,

bahan bakar minyak dan pajak/bea/retribusi.

Selain uang harian, kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan

Anggota DPRD/Pegawai dengan tingkat peŞalanan dinas A,

B1 dan B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

hurufb dan huruf c, yang bertugas keluar daerah dalam

rangka koordinasi/konsultasi dan/atau bertugas sebagai

wakil reemi pemerintah daerah, dapat diberikan uang

representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd

untuk keperluan tugas dinas yang dilakukannya.

Biaya penyeberangan kendaraan dinas roda empat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruff hanya dapat

diberikan kepada Pejabat Negara, Ketua dan Wakil Ketua

DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten pada

Sekretariat Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya

yang menjabat sebagai kepala Perangkat Daerah dan

memegang kendaraan dinas roda empat termasuk dan tidak

terbatas pada Camat dan Direktur RSUD AeySyifa’.



(14)

(IS)

Dalam halperjalanan dinas ke luar daerah dalam provinsi

NTB atau keluar daerah mar provinsi yang dilakukan pejabat

negara, jika eudah menerima biaya sewa kendaraan tidak lagi

diberikan biaya transportasi lokal.

Biaya penyeberangan kendaraan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, juga dapat dibayarkan untuk:

a. penyeberangan kendaraan dengan muatan barang yang

tidak dapat/tidak efısien dimuat atau diangkut dengan

kendaraan penumpangjenis lainnya;

b. kendaraan jenis bus, truk atau pickup yang mengangkut

personil/orangyang melebihi 10 (sepuluh) orang;

c. kendaraan dinas yang ditugaskan khusus untuk

melakukan antar-jemput tamu Pemerintah Daerah,

setelah mendapat persetujuan Pejabat berwenang

menerbitkan Surat Tugas;

d. Ketentuan ayat (13) dikecualikan bagi kendaraan dinas

Pejabat Negara dalam rangka pelayanan/pelaksanaan

tugas/kepentingan protokoler bagi Pejabat Negara dan

pembayaran biaya penyeberangan kendaraannya melekat

pada sopir/pengemudi bersangkutan;

e. Ketentuan ayat (13) dan ayat (14) dikecualikan bagi

kendaraan dinas yang dibawa ke/dari luar daerah untuk

perbaikan/perawatan, setelah mendapat persetujuan

Pejabat berwenang menerbitkan Surat Tugas.

(16) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurufe hanya diberikan kepada pelaksana SPD

yang menjabat sebagai Pejabat Negara (Bupati/Wakil BupatiJ.

(17) Biaya menjemput/ mengantar jenazah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g, selain biaya sebagaiman

dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya lainnya, yang

terdiri dari:

a. biaya pemetian; dan

b. biaya angkutanjenazah.

(18) Biaya pe alanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

tidak diberikan untuk perjalanan dinas/tugas dinas yang

dilaksanakan dalam lokal kota kecamatan dan/atau Lingkup

Perkantoran Kemutar Telu Center.

(19) Khusus untuk pe alanan dinas ke luar negeri uang harian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a meliputi uang

makan, transport lokal, uang saku, dan biaya penginapan

dengan berpedoman kepada Keputusan Bupati mengenai

standar satuan biaya/harga perjalanan dinas.

(20) Biaya pe alanan dinas bagi pejabat fungsional hasil

penyetaraan jabatan, sebagai dampak penyederhanaan

birokrasi pemerintah diberikan sesuai tingkatan perjalanan

dinae dalam jabatan administrasi sebelumnya, sampai

dengan pejabat fungsional tersebut pindah jabatan dan/atau

mendapatan kenaikan jenjangjabatan.



Pasal 16

(1) Biaya pe alanan dinas digolongkan dalam tingkatan sebagai

berikut:

a. tingkat A, untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati)

dan Pimpinan DPRD;

b. tingkat B1, untuk Anggota DPRD danSeWetaris Daerah;

c. tingkat B2, untuk Pejabat Eselon II.b;

d. tingkat C, untuk Pejabat Eselon III atau jabatan setingkat,

jenjang Ahli Madya;

e. tingkat D, untuk Pejabat Eselon IV, fungsional jenjang

Ahli Muda;

f. tingkat E, untuk ASN Golongan IV non struktural,

Golongan III non struktural dan fungsional lainnya

jenjang Ahli Pertama; dan

g. tingkat F, untuk ASN Golongan II, GolonganI dan Pegawai

Tidak Tetap.

(2) Biaya pe alanan dinas luar negeri digolongkan sebagai

berikut:

b. golongan A, untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil

Bupati);

c. golongan B, untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD,

ASN Golongan lV/c Keatas;

d. golongan C, ASN III/c sampai dengan IV/c;

e. golongan D, untuk ASN Lainnya dan Pihak Lain.

Paeal 17

(1) Biaya peŞalanan dinas jabatan dalam daerah dibayarkan

secara lumpsum berdasarkan tingkatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1} dengan berpedoman

kepada Keputusan Bupati mengenai standar satuan

biaya/harga peŞalanan dinas.

(2) Pelaksana SPD yang melakeanakan peŞalanan dinas dalam

daerah, dan telah diberikan fasilitas kendaraan dinas tidak

lagi diberikan biaya transportasi.

(3) Biaya perjalanan dinas jabatan ke luar daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bagi Pejabat Negara,

Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lairınya

diberikan berdasarkan tingkatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:



a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan

batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan

Bupati mengenai Standar satuan biaya/harga peŞalanan

dinas;

b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan

Biaya Riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

C. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rüldan

berpedoman pada Keputusan Bupati mengenai standar

satuan biaya/harga peŞalanan dinas yang merupakan

batas pembayaran tertinggi;

d. uang representasi dibayarkan secara ! R••m dan

merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam

Keputusan Bupati mengenai Standar satuan biaya

perjalanan dinas;

e. biaya sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai

dengan Biaya Rül dan berpedoman pada keputusan

Bupati mengenai Standar satuan biaya perjalanan dinas;

f. biaya penyeberangan kendaraan dinas dibayarkan sesuai

dengan biaya riil;

g. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan

dengan pengurusan jenazah dibayarkan secara lumpsum

sesuai Keputusan Bupati mengenai standar satuan biaya

perjalanan dinas;

h. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan

dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan

biaya riil;

i. dalam kondisi tertentu/mendesak dan/atau alaean

konektivitas transportasi penerbangan, pelaksana SPD

dapat menggunakan jasa penerbangan tidak

langsung/transit dari satu tempat bertolak ke tempat

bertolak lainnya hingga ke tempat tujuan dengan tetap

mempertimbangkan prinsip efısiensi dan efektivitas;

j. batas waktu transit sebagaimana dimaksud pada hurufi

paling lama 1 (satuJ hart menunggu moda transportasi

sambungan.

k. biaya penerbangan sebagaimana dimaksud pada hurufi

dibayar sesuai biaya riil.

l. Dikecualikan dari ketentuan Pasal 15 ayat (1), pasal 16

ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 17 ayat (1) sampai dengan

ayat (3) seluruh komponen biaya perjalanan dinas

dibayarkan secara Iıırr;psum dan merupakan batas

tertinggi sebagaimana diatur dalam Peratuan Kepala

Daerah tentang Standar Satuan Biaya PeŞalanan Dinas.



Pasal 18

Standar satuan biaya pe alanan dinas setiap tahunnya ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Biaya pe alanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran

masing-masing Perangkat Daerah yang mengajukan

permohonan SPD berkenaan.

(2) Biaya pe alanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD.

(3) Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan

Bendahara Pengeluaran agar memperhatikan ketersediaan

dana yang diperlukan untuk melaksanakan pe alanan dinas

pada Perangkat Daerah masing-masing.

(4) Biaya pe alanan dinas tidak dapat dibayarkan pada tahun

anggaran berikutnya.

(5) Penganggaran biaya pe alanan dinas dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah dirinci sesuai

princip pengangaran berbasis kine a.

Rincian anggaran biaya dalam DPA sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) hanya sebagai biaya perkiraan kebutuhan

peijalanan dinas untuk setiap kegiatan.

(7) Perhitungan Pembebanan/Pembayaran biaya pe alanan

dinas dapat mengabaikan keterangan rincian belanja

sepanjang tidak melebihi batas pagu anggaran yang tersedia

pada rincian objek belanja Pe alanan Dinas Dalam Daerah,

Pe alanan Dinas Luar Daerah atau Pe alanan Dinas Luar

Negeri di dalam DPA Perangkat Daerah.

Paeal 20

Pelaksana SPD dilarang menerima biaya peŞalanan dinas rangkap

(dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam

waktu yang sama, walaupun berasal dari sumber dana yang

berbeda.

Pasal 21

(1) Pelaksana SPD yang melaksanakan peŞalanan dinas dan

telah disediakan fasilitas/biaya oleh pihak penyelenggara

kegiatan di daerah tujuan atau telah termasuk dalam

komponen biaya setor seperti dalam rangka mengikuti

bimbingan teknis/pelatihan tidak lagi diperkenankan

memperoleh biaya dari APBD.

(2) Biaya yang tidak diperoleh dari APBD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah biaya yang telah ditanggung oleh pihak

penyelenggara atau biaya lainnya yang sudah termasuk

dalam biaya setor.



Pasal 22

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal5

ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

a. Uang harían, biaya transportasi pegawai dan biaya

penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam

kota untuk pe alanan dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal5 ayat (1);

b. Uang harian bagi pegawai yang ditugaskan mengikuti

pendidikan dan pelatihan di luar daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal5 ayat (1) hurufd dan huruf1 dapat

diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari

ketentuan uang harian yang ditetapkan dalam standar biaya

dan hanya diberikan 1 (satu) kali pada saat keberangkatan

pertama;

c. Uang harian, biaya transportasi pegawai dan keluarga, dan

biaya penginapan paling banyak2 orang serta biaya pemetian

dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal5 ayat (1) hurufh dan huruf i;

d. Uang harian (tanpa biaya transportasi lokal}, biaya

transportasi pegawai (tanpa biaya transportasi pegawai untuk

peŞalanan dinas dalam provinsi), dan biaya penginapan untuk

peŞalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 huruf

e,huruff dan hurufg;

e. Perjalanan dinas bagi pegawai yang ditugaskan mengikuti

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di luar daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1) hurufd untuk

masa/periode breaWMough (BT) hanya diberikan biaya

transportasi.

Pasal 23

Uang harian dan biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan:

a. untuk pe alanan dinas yang memerlukan waktu paling

sedikit8 (delapanJ jam;

b. menurut jumlah hari yang digunakan untuk

melaksanakan pe alanan dinas;

c. dalam hal pelaksanaan SPD jatuh sakit saat

melaksanakan peijalanan dinas yang dibuktikan dengan

keterangan dokter dapat diberikan uang harian dan biaya

sewa kendaraan paling lama7 hari;

d. dalam halpenjemputan jenazah yang tidak dimakamkan

di tempat kediaman almarhum/almarhumah, pelaksana

SPD dapat diberikan uang harian dan biaya sewa

kendaraan dalam kota diberikan paling lama untuk3

(tiga) hari;



(2J Dalam hal waktu perjalanan dinas ternyata kurang dari

jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pejabat

Negara/Pimpinan dan anggota DPRD/Pegawai yang

bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang

yang telah diterimanya.

PasM24

(I) Biaya pe alanan dinas dapat dibayarkan sebelum pe alanan

dinasjabatan dilaksanakan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera

dilaksanakan, sementara biaya peijalanan dinas belum dapat

dibayarkan, maka biaya pe alanan dinas dapat dibayarkan

setelah pe alanan dinas selesai.

Pasal 25

(1) Dalam halwaktu PeŞalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah

hari atau adanya tambahan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (3), pelaksana SPD dapat diberikan

tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi,

dan sewa kendaraan dalam kota.

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi,

dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} dapat dimintakan kepada bendahara pengeluaran

melalui kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen surat

keterangan penyesuaian dan/atau tambahan waktu

peŞalanan dinas bagi pelaksana SPD dari pejabat yang

berwenang menerbitkan SPD.

(3) Dalam halwaktu PeŞalanan Dinas kurang dari jumlah hari

yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus

mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan,

uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah

diterimanya kepada bendahara pengeluaran.

Pasal 2ö

(1) Dalam hal teŞadi pembatalan perjalanan dinas, biaya

pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.

(2) Dokumen yang harue dilampirkan dalam rangka pembebanan

biaya pembatalan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas dari

pejabat berwenang yang menandatangani SPD, yang

dibuat sesuai format sebagaiamana tercantum dalam

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan



dari Peraturan Bupati ini;

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan

Pe alanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampira IX yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya

Transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan

jasa transportasi dan/atau instansi/perusahaan penyedia

jasa pemeriksaan kesehatan dan/atau penginapan yang

sah sebagai lampiran surat pernyataan pembatalan

sebagaimana dimaksud pada hurufb.

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD

sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya

penginapan; atau

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya

penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ re rid,

dan/atau

c. biaya rapid test atau polgmerase chnin reactto’ n test(ottiab

testJ.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PEROALANAN DINAS OABATAN

Pasal 27

(1) Pelaksana SPD lainnya yang telah melaksanakan peŞalanan

dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban

biaya perjalanan dinas.

(2) Dokumen pertanggung|awaban biaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk peŞalanan dinas dalam daerah terdiri

atas:

a. surat tugas;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat/pihak yang

ditemui atau pejabat/pihak lain yang memiliki

kewenangan ditempat/kota tujuan; dan

e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas secara tertulis;

(3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

a. surat tugas;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat/pihak yang

ditemui atau pejabat/pihak lain yang memiliki

kewenangan ditempat/kota tujuan;

c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya peŞalanan dinas

lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh

komponen biaya peŞalanan dinas yang dibayarkan oleh

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang



komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung

jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan

e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang

ditandatangani pelaksana peŞalanan dinas dengan

melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

f. Tiket penyebrangan, boarding pass dan bukti transportasi

lainnya yang mengunakan transportasi umum pergi

dan/atau pulang sebagai bukti perhitungan lamanya

peŞalanan dinas dan perhitungan besaran biaya

penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (5)

hurufd dan pasal 17 ayat (3) huruf 1.

(4) Format Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) angka c dan d sebagaimana format dalam

lampiran XIII dan XIV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Dokumen pertanggung]awaban biaya sebagaimana dimaksud

dalam pada ayat (1) bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil

Negara, Pegawai tidak tetap dan pihak lainnya untuk

perjalanan dinas ke luar daerah terdiri dari:

a. surat tugas;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat/pihak yang

ditemui atau pejabat/pihak lain yang memiliki

kewenangan ditempat/kota tujuan;

c. laporan pelaksanaan perjalanan dinas secara tertulis; dan

d. boardingR«••s pergi dan/atau pulang untuk perjalanan

dinas yang menggunakan moda transportasi udara.

Boarding R«••o sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurufd

dapat berupa:

a. boarding Pass fısik yang diterima saat check in langsung

dibandara; atau

b. boarding Pass yang diperoleh dari chuck in secara

onfine/mobife; atau

c. foto boardi•9 R * fiıSİk atau boarding pass secara

online/mobile; atau

d. surat keterangan resmi dari maskapai penerbangan yang

setidaknya mencantumkan nama penumpang, tanggal

penerbangan, dan nomor penerbangan.

(7) Dalam hal pelaksana SPD tidak dapat menunjukkan

Dokumen pertanggung|awaban biaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) maka perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak

dapat diakui/tidak dapat dibayarkan.

(8) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dokumen pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dapat

disertai dengan:

a. bukti pembelian tiket atau tiket transportasi dan/atau

bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang

mencantumkan jumlah harga tiket, termasuk tiket/bukti

pembayaran moda transportasi daring (onfine), tiket



(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

penyeberangan kendaraan, tiket bis dan lain-lain pergi

dan/atau pulang;

b. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam

Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang

dikeluarkan olehjasa penyewaan kendaraan;

c. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hurufc termasuk bukti

pembayaran yang dikeluarkan oleh agen/biro peŞalanan yang

menyediakan jasa pemeeanan hotel baik secara langsung

(pemesanan di lokasi pelayanan agen/biro perjalanan)

maupun secara tidak langsung, seperti dan tidak terbatas

pada agen/biro peŞalanan daring.

Pelaksana SPD yang bukan pejabat yang diberikan fasilitas

biaya penyeberangan kendaraan dinas, dalam hal tidak

menggunakan fasilitas angkutan kendaraan umum, dapat

diberikan pengganti biaya transportasi ke/dari daerah tujuan

pergi dan/atau pulang.

Penggantian biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) harus melampirkan tiket penyeberangan kendaraan

roda empat atau roda dua yang digunakan dalam

pelaksanaan peŞalanan dinas.

Jumlah pengganti biaya transportasi kendaraan angkutan

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l0J untuk

kendaraan roda empat setinggi-tinggi sebesar biaya

transportasi angkutan kendaraan umumbusantar kota.

jumlah pengganti biaya transportasi kendaraan angkutan

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk

kendaraan roda dua setinggi-tinggi sebeear biaya

penyeberangan kendaraan roda dua.

Khusus pertanggung|awaban pengeluaran yang meng-

gunakan moda transportasi taxi yang tidak memiliki mesin

cetak nota pembayaran (print out argometer atau bukti

pembayaran sah dari loket resmi perusahaan taxi

bersangkutan dapat diganti dengan:

a. bukti pembayaran sah yang dikeluarkan oleh pengelola

taxi; atau

b. daftar pengeluaran riil biaya transportasi taxi sesuai

dengan format yang tercantum dalam Lampiran VIIyang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Daftar pengeluaran riil biaya transportasi taxi sebagaimana

dimaksud pada ayat (14) hurufb harus disertai dengan foto

identitas pengemudi dan foto argometer yang menunjukkan

biaya taxi yang dibayarkan.

Khusus bukti pengeluaran jaea transportasi umum atau

travel sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) hurufg

dan hurufh,sekurang-kurangnya tercantum:



a. Nama, nomor izin dan masa berlaku koperasi;

b. Nomor keanggotaan;

c. ID card Pengemudi;

d. Dari/asal dan/atau Ke/Tujuan;

e. Biaya Total;

f. Tanda tangan dan Stempel Koperasi.

(17) Dalam halpelaksana SPD tidak dapat menunjukkan salah

satu atau seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (7), maka pelaksana SPD tidak dapat meminta biaya

penggantian kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

(18) Daftar pengeluaran biaya SPD disusun dalam rincian biaya

pe alanan dinas dan perhitungan rampung 8PD sebagaimana

format pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(19) Dokumen pertanggungjawaban biaya pe alanan dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling

lama 7 (tujuh) hari setelah masa pe alanan dinas yang

dilakukan.

Pasal 28

(1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban

pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan

kewenangannya.

(2) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan

pe alanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas

tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan

mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya

pe alanan.

Pasal 29

(1) Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan

dari harga sebenarnya mark up!, dan/atau peŞalanan dinas

rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban

perjalanan dinas yang mengakibatkan kerugian Daerah,

bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang

dilakukan.

(2) Terhadap upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikenakan tindakan berupa:

a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan/atau

b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai

ketentua peraturan perundang-undangan.



BAB VIII

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 30

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil

Negara, dapat melakukan pe;jalanan dinas luar negeri.

(2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil

Negara, yang akan melakukan pe alanan dinas ke luar negeri

dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani

ke asama luar negeri.

(3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam rangka:

a. ke asama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;

b. pendidikan dan pelatihan;

c. studi banding;

d. seminar;

e. lokakarya;

f. konferensi;

g. promosi potensi daerah;

h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;

i. pertemuan internasional;

j. penandatanganan perjanjian internasional;dan

k. Narasumber/Pembicara.

(4) Pe alanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang

sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan

hubungan ke asama luar negeri.

(5) Pe alanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dapat dilakukan dalam hal:

a. te adi bencana alam;

b. terjadi bencana sosial;

c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;

d. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan

e. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi

peningkatan kineŞa Pemerintah Daerah.

BAB IX

DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 31

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil

Negara, dalam melakukan pe alanan dinas ke luar negeri

hams memiliki dokumen administraei perjalanan dinas ke luar

negeri.



(2) Dokumen administrasi pe alanan dinas ke luar negeri dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;

b. paspor dinas (:service las:•port),

c. exitpermit, dan

d. visn.

(3) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka

ke asama dan pe alanan dinas dalam rangka

penandatanganan pe anjian internasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dan huruf j,

ditambah dengan naskah kerjasama berupa £etter of intent

(LOI) dan Memorandum ofUnderolanding (MoUJ, Surat Kuasa

Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri

dan Surat konfirmasi Perwakilan di Negara tujuan.

(4) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka

pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (3) huruf b, ditambah dengan surat keterangan

beasiswa.

(5) Dokumen administrasi pe alanan dinas dalam rangka promosi

potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)

huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan di

negara tujuan.

Dokumen administrasi pe alanan dinas dalam rangka

kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf h, ditambah dengan

surat konfirmasi Perwakilan.

Pasal 32

(1) Pe alanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan

dilakukan paling banyak5 (limaJ orang termasuk pimpinan

rombongan.

(2) Pe alanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat

dilakukan lebih dari5 (lima) orang dalam hal:

a. pendidikan dan pelatihan;

b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar

negeri; dan

c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

(3) Rangka waktu pelaksanaan pe;jalanan dinas luar negeri paling

lama7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya

khusus.

Pasal 33

Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a berdasarkan surat

rekomendasi:

1. Menteri;

2. Sekretaris uenderal;

3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;



4. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau

5. Kepala Pusat Fasilitas KeȚasama.

BAB X

TATA CARA ADMINISTRASI

PER•JALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 34

(1} Bupati mengajukan permohonan izin Pe alanan Dinas Luar

Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD di

lingkungan Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal

Otonomi Daerah melalui Gubernur.

(2) Permohonan izin pe alanan dinas luar negeri bagi Pejabat

Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara,

dengan melampirkan:

a. surat undangan;

b. kerangka acuan keȚa (KAK};

c. fotoeopy DPA atau DIPA; dan/atau

d. surat keterangan pendanaan

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

a.namadanjabatan;

b. nomor induk pegawai bagi Aparatur Sipil Negara;

c. tujuan kegiatan;

d. manfaat;

e. kota/negara yang dituju;

f. agenda;

g. waktu pelaksanaan; dan

h. sumber pendanaan.

(4) Permohonan izin Pe alanan Dinas Luar Negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur denderal

Otonomi Daerah melalui Gubernur paling lambat 10 (sepuluh)

hari kedja sebelum keberangkatan.

(5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI

Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(6) Prosedur dan Tata cara penerbitan izin Pe alanan Dinas Luar

Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paeal 35

(1) Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD,

Aparatur Sipil Negara yang melakukan pe alanan dinas luar



negeri harus melapor ke perwakilan di luar negeri untuk

mendapat pengesahan

(2) Dalam halwilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak

terdapat perwakilan , Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota

DPRD, Aparatur Sipil Negara, yang melaksanakan pe alanan

dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat

setempat yang berwenang.

BAB XI

PELAPORAN

Pamd36

(1) Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD,

Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan peŞalanan dinas

luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil peŞalanan

dinas luar negeri.

(2) Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD,

Aparatur Sipil Negara melaporkan hasil perjalanan dinas luar

negeri kepada Menteri.

(3) Laporan hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama7 (tujuh) hari

kenya setelah selesai melakukan peŞalanan dinas.

(4) Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD, Aparatur

Sipil Negara dapat melaksanakan pe alanan dinas luar negeri

berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pe;jalanan dinas bersumber dari:

a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

c. sumber-sumber lain yang satt dan tidak mengikat.



BAB XII1

KETENTUAN LAIN-LAlN

Bagian Kesatu

Hak Bagi Penyandang Disabilitas

Pamü38

(1) Dalam hal peŞalanan dinas dilaksanakan oleh penyandang

disabilitas dapat disertai oleh1 (satu) orang pendamping dari

unsur Pemerintah Daerah, di luar staf pendamping dari

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf

e.

(2) PeŞalanan dinas yang dilaksanakan oleh penyandang

disabilitas sebagaimana dimakusd pada ayat (1} dapat

diberikan biaya penyeberangan kendaraan selama tidak

tersedia fasilitas khusus pada moda angkutan umum untuk

penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Tingkat Pe alanan Dinas Bagi Pelaksana SPD Lainnya

Pasal 39

(1) PeŞalanan dinas yang dilakeanakan oleh Istri Sah Pejabat

Negara untuk mewakili daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (3) disetarakan/menggunakan standar biaya

peŞalanan dinas tingkat B sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (I) hurufc.

(2) PeŞalanan dinas yang dilaksanakan oleh Staf Khusus Bupati

untuk mewakili daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal5

ayat (3) disetarakan/menggunakan standar biaya perjalanan

dinas tingkatE sebagaimana dimaksud dalam Pasal lb ayat

(1) hurufd.

Pasal 40

(1) Dalam halterdapat pejabat dan/atau pihak lain yang akan

melaksanakan pe alanan dinas yang berhubungan dengan

tugas, fungei dan kewenangannya, dan tingkat perjalanan

dinasnya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, pejabat

yang berwenang menerbitkan SPD dapat menetapkan secara



langsung dalam dokumen SPD tingkat biaya perjalanan dinas

dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan

perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan

kedudukan dan kepentingan/beban tugas serta tujuan

pe alanan dinas tersebut.

(2) Pejabat dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain dan tidak terbatas pada panitia pelaksana

kegiatan dari unsur non ASN/Non PTT Kabupaten Sumbawa

Barat, anggota masyarakat, lembaga kemaeyarakatan lainnya

dan tim atau kelompok ke a tertentu yang dibentuk oleh

pemerintah daerah untuk tujuan tertentu.

(3) Kewenangan untuk menetapkan secara langsung tingkat

pe alanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris

Daerah.

(4) Khusus untuk pe alanan dinas luar negeri kewenangan

penetapan golongan biaya pe alanan dinas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), untuk Pegawai Tidak

Tetap/Pihak Lain dilakukan oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian/kepatutan tugas

Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang bersangkutan.

(5) Biaya pe alanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibebankan pada APBD tahun anggaran be alan melalui DPA

Perangkat Daerah terkait.

(6) Untuk pe alanan dinas yang dilakukan pada akhir tahun

yang melebihi batas tanggal pengajuan UP/GU dapat

dibayarkan melalui mekanis L8 sebelum pelaksanaan SPD

dengan menggunakan ketentuan mekanisme pengajuan LS.

sebagaimana format pada Lampiran X yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada aaat Peraturan Bupati intmulai berlaku, Peraturan Bupati

Sumbawa Barat Nomor 10Tahun 20fl2 tentang PeiJalanan Dinas

Bagi Pqjabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap

{Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 10J

aebaJaimana telah diubah dengan Pemturan Bupati Sumbawa

Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atae Pemturan

Bupaä Sumbawa Barat Nomor 10Tahun 2022 tentang Pe;jalanan

Dinaa Dalam Negeri Bagi Pejabat Neggra, Pimpinan dan Anggota

Oewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan

Pegnwai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun 2022 No nor33J, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

P6raturan Bupati intmulai berlabu pada tanggglI januari 2024.

Agar eetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati intdengan penempatannya dalam Berita Daerah

bupeenSumbawaBamt

Diundangkan diTaliwang

padatanggal 2p 2toaoa¥•x 2023

AKRAH

W BARAT,

YAH

Ditetapkan diTaliwang

pada B wnwx 2023
p A

BERITAD UPATHN SUMBAWA BARATTAHUN 2023 NOMOR



LAMPIRANI PERATURAN BUPATI SUMBAWABARAT

NOMOR : 58 20R3

TENTANO :

PERJALANAN DINAS BAOI PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH, APARATUR 9IPIL NEOARA DAN

PzowAiHoAxmrnP

ao»aææc/o»æ/saaaaeaax»xowxaax

Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ir i:

Næna:
NIP : ....................................................................................
Jabaæn ....................................................................................

Kepada: Nama

Jabatan

Untult/Maksud

Daerah Tujuan

Jangka waktu Perintah Penugaøan:............. ....... had

'*a:*-g, (*«»Ps4 (s«*•c (•*'••I
PDJABATBGRWGNANG



LAMPIRAN BIPERATURAN BUPATI SUMBAWABARAT

NOFiOR : M 202S

NTANo

PERJALANAN DINAS BAOI PEJABAT NEOARA, PIMPINAN

DANANOOOTADEWANPERWXMILANRAKYATDAERAH,
APARATURSWILNEOARADANPEOAWMTIAKTETAP

1. abat Pembuat Komitinen

2. Nama/NIP Pegawai yang ozelaksanaJzan

alanan dinae

b. Jabataa /Instansi

c Tinglrat biaya aianan dinae

6. a. Tezapat beraoglzst

b. Tozopat tztjuan

b.

c.

b.

b. ‘I‘aagga1 bezanglzat b.

c Taaggat harus kezobatt/tiba ditempat baru c.

Xodc No :

Nomor

8. Hengikut: Tanggal Lahir Ketcrangan

Dsa

b. Alrttc b.

Dikeluarkan di

Pejabat Pembuat Komltmen,

Np/trg @jabqt

T,



b. Tiba di :

.-....-......................-
xiP

c Tibadi

d. CATATAI'1 LAII4-LAIH

LAMPIRAN IVPERATURAN BUPATI BU64BAWA BARAT

NOMOR : §$ 2023

TENTANG :

PERJALANAN DINAB BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN

DANANGOOTADEWANPERWAH]LANRAKYATDAERAH,
APARATJR9MLNEflARADANPEOAWAíLDAKTETAP

PadaTanggal :

.--.•...-.-•.. ... .. ....•. .....•.

Berangltat dari:

Padatanggal :

8erangLat dañ :

Bezang¥at dad :

"“””"“"“““"“"““" UP """““”””"""*"““"“”"

Tlba kernbell dl

Pada tanggal

Telah dlperiloa dengan keterangan bahwa pet/abnan tersebut

dbtas benar dilakukan atas perlntahnya dan sernaN mata unM

kepentlogan jahaondabmwaktu sesIngLat•sIngIassya

PUABATPEMBUAT lt0MlTfdEN

NAMAPMABAT

c PEkHATIAN

Pejabat yaAg bsr mzaag u\saobitkaa SPD, psgnwai yeng mdaúulon pajaleuo 4iazs, pxza pqjahst yanB zocn8csddm



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SUMBAWABARAT

NOMOR : Se 2023

«sNTANc :
PERJALANAtf DfNAS BAOt PEJABAT NEOARA, PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PER9/AAILAN RAKYAT DÅERA£t,

APAIUtTUR SIPIL XEGAR/tDAN PEGAWAI TIDAXTEI‘AP

BOP BuPAz'z/8BBBB¥’ABz«z’ DABBAzs

Yaogbertanda tangan dibawah izzi,

@,jD@ : ........ .+...............o...‹o.........................o.•..•.....-•••••....›.•.•••••

I4IP : ................................ .... ...........•.•.....•.•-..•...•......•••••.••...•••
efaÖ@f@St : ..o.......o..........o.o.o....o.o.m.......o............•.........•.. ›.‹..+•.••...

dengan n bahwai

Norra : ............................. ....... .......... ......................... ............

t4IP : ........ .......... ....... ......................... ................•..-....... •..
Jabatan : .................... ....... ......................... ................... ....... .-

Unit Orgaziisaai : ........ .......... . .... . ............. ....... .......... .............-......

1. Telah diberikan perintah lanJsung aecara lm pada aatyangberoangkutari musik berada dalam

SPD teraobut di atas.

2• ‘l'ugaa Icerlinnsan tazobahan aebagaïznena dbaalcaztd padaoozaor1 yaitu:

a• Jenie Malcsud 9enu : .. ................. ....... .......... ........ .......... .

YANGMEä4BUAT PERhYATAAh



1. xepada

‘

3. Tanggal

4. Nomor ..........

6. lat Telaahan

LAMPIRARO PERATURAN BUPATI SUMBAWABARAT

NOMOR : M 2023

TEmAHo :

PERJALANAN DINAS DALAM NEOERI BAGI PEJABAT

NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAR

PERWAKILAI4 RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL

NEGARADAN PEGAWAI TtDAKT8TAP

a. Uraian eingkat perlunya peqalanan dinaa dilakukan:

b. Uraian aingkat haeil yang diharapkan:

c. Daerah tt;Juan

.. hari

T«w«ng, l^ings4 (bu'n•j t*z*u•l
Kepala Perangkat Daerah

NIP:

T,



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

P ¡abat Nogara (Bupaó

Pzgabat Eselon IB atau

jabatan seting}cat, ASN

j«ojaog Pertazna dan

Gotoagnn Ili

ASN Goton J!

PbgB atldak3’etap

uemrvuszmBUPA sUABAwABmRAT
NOMOR : 2023
TENTANO
PEiñJALANAN DINA9 BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

APARATURSW£LNEOARADANPEGAWMTMAKTFTAP

A1

AI

r°y

Biazzio Xelas!B Sbselnsóf Regulen

Ekosssü KeMsIB Ekxkuóf Regukr

B Eknooü KeMeIB Ek:eRuM R*por

c«

Seauai

Ekonomi Kelas IIA Ekeekuóf Reguter ¥

Ekosuuni Kelas 11A Bksekudf Ceguler

F Ekoaozat Aelaa TIA Sksekutif Regulen



£AMPłRAN VO PERATURAN BUPATI SUätBA9fA BARAT

NOãtOR : 58 2023

łwANc :
PERJWLWWgX DŒAS BÅG1 PEJABAT NjOASA, P04PMAN

DRN ANGOOTA DEWÆ4 PERWAKKAN RAIŒAT DÆSRAB,

AP7WATUR SEßLNEGARß DAN PSGAWÆTtDÆKTR7AP

BiayaTomŒ

AzÅtf żnf sah ôîtomjzòî /ofo idenîźżas guh2i inisah dżfamyèi/ofo idenfitos pengeaazdł

Kø/Ttijuøn

Biøya Totøl

NømaPøngeøiudi/

ID third Peng«mudi:

Bia3ø Total : Rp

.... .............. . ...

Picasso

"MPdannœaajelaa

BUPATI SUMBAWA

. MUSYAFIRJ



LAXíPIRAN VRI PERATURAN BUPATI SUMBAWABARAT

NOMOR : @ 2023

TENTANG :

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NAGARA, PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

A+'nRnTUe sIï'łL rmonenDAN PEØnwnl TæAxTE'rAP

M‹P . :::::.::::::::::::::..::::.:::::::::.:::::::.:::: :::::::..:..::::.:::::::..:.:::

Jabatan : ..... ............. ....... ................... .... ....... ....... . . .........

œeayatalæa dmgan sssuaggułzaya, bahwa zugas Pcț}aJaaan Dinas atas næaa:

Naœø : ........... .......... . .-................-............. ....... .......... ......

AIP : .. ....... ............. .... . . ............................... ..................

deg atøu ódak dapaŁ dJaehabkan adanyø ałaaan

ałtu.......................... . .............................................. ..........................

bhulbumgendemgen bæt*8eo unmobuçøwłæ6æeneenpeȚeÆeæendinæe ódæRdape digenoûmen

Deœżłôaa auzat pemyataan ùzidibuat dengan æheoamya danapabila džheæudîan łæri temyatn

Strat per yatøøø inítidak benar, øaya bertanggung jawab penuh døn berøedia dipreses sesttøi

YANGMZMBUÜT’ PERłf¥'ATAAI4

TISUM84WĄBAR#T,



LAMPIRAN IXP£IRATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOXtOR : 58 2023

NTANCr :

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEOARA, PIMPINAN

DAN ANOOOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

APARATUR 8IPIL HEOARADAN PEGAWAI TIDAKTETAP

auzqyamlzan deagfza aeauogguhnya, bahwa P4¿jalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas

Nomori......caoggak. ..... dan 9PD Noaor:.........tanggai....... atas ztazaa:

lama : ........... ...................... ................................... ..................

det seauai dengnn Surat Pbmyaman Pbrabazalan Tugas alanan Dinaa

Berbsoaao öeogan pembatalan tersebut, biaya transportasi berztpm......, biaya pengizzapan, alan

bisya kaaB pezaeribaaan knesfsnrzin berupm.. yaag te1aIs tsrlanjur diba¿arkan atas bcban APBD

tidak legat dll¢embaldcan/re/toid (sebagiao/seiurubnya} sebeaar Rp................. se3ziagga

dibsbanbaa pada DPA/DPPA SXPD........... .3taazow.. ..tanggaL....

Demdöan atxrat pernyataan înidîbuat demgaa aebenarnya dan apabîla dd¢emudian kazi temyata

mzxat psrzzyataan îai tîdak benar, aaya bertanggung jawab pecuh dan t›ezmdîa dipzoaea aeeuat

dezsgBn I¢ctontuan hulcuzo yazsg berIaI¢u.

Talfeang,........ ...................

YANG faEMBUAT PERNYATAAN



T nggpl

2

3

£AMPfRAiX PERATURAX BUPATI SUätBA9/A BARAT

XOMOR : §B 2023

NTANC :

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEOARA, PIMPINAN

DAN ANGOOTA DEWAN PERWAKiLAN RAKYAT DAERAH,

APARATUR CIPIL NE 3ARA DAN PEGAWAI TIDAKTETAP

4 UangRepramnuu4

5 B%yaärvakmMamaodömakoa

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Telah inenerima uangsej

Yanginenorima uarig

Kepala Perariggat Daemh/PA/KPA

Ptdabat Negara, Pimpäian dan Anggota DPRD, Pttiabat Enelon D,ItI den N/ASN/Pegawai Tidak

Tetap yang tidak bersedla mengembatikan eim bl ya pe Jalmian dlnaa, meJca bendahara



LAMPIRAN XIPERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR : 2023

TENTANG :

PERJA ANAN DINAS BAGI PEJABAT N£'•GARA, PIMPINAR

DAN AN£i£iOPA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

APARATUR SIPIL NE£1ARA DAN PE£iAWAI TIDAKTETAP

Dlrelctuz Jeadczat Otoooag Daerah

Cg.Gtzberour NusnTcnggara Barat

Deogan úd meagz\juIcaa aurat perosohonan Ióa Pczja1anan Dizzas be Lua Xegert selaraa ....... bari

ï¢ezja tarbstuog znulas taaggal ...... s/d ........, aeïama d0nar negert alazaat saya adalah de .............

Demikian mtrai izin int dibuax dengan mbenarnya dan apabila dikemudian hari temyata drar izin

fzzi ddalc henar, aaya bertanggung jawab penuh dan bereedia diproses aesual dengan ketcnzuan

Yatiwang,.............................

YANG MCMBUATPERhtOHONAN

A
A B T,



TD4DAN

IA#4PIRAN XTIPERATURAN BUPATI 9UMBAWABARAT

XOMOR : §6 1023

3’ENTANG :

PERJALANAN DINAB BAOI PEJABAT NEOARA, PIMPINAN

DANANGOOIADEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH,
APARATURSIRLNEGARADANPAOAWNBDAKTBTAP

-Luznpsuza Rp.......
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PER•JALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEOARA, PIMPINAN
DANANG€€TADFWANPERWA&HANRAKYATDAERAH,
APARATUR SIPIL NEfIARA DAN PR£iAWA1 TIDAKTETAP

PAXTAIMTEG6UTAS
PERJALANAN DIMAS PIMPINAN DANANGGOTA DEWANPERWAAILAN RAKYAT

KABUPATZNSUMBAWABARAT

2. babwa saya bezaedla oscrap a'eohkan pe1absaaaan perjalanan dinas I¢epada
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Untuk pengeluaran

FRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWABARAT

NOMOR : & 2023

TEmANo :

PE ALARANDMAS BAOIPEJABATNEOARA,PDWPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

APARATUR 9IP1L NEOARA DAN PEOAWAI TIDAK TPSTAP

Tahun An9saran......

: Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

: Rp......................

: Biaya pe§alanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

Dengan rinclan:

1. uang harian

2. biaya transportasi

3. biaya penginapan

4. uang representmi peijalanan dinas

5. biaya taksi

Pengguna Anggafafd¥uasaPengguna Anggaran
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